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BUPATI SEMARANG 

 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

  

NOMOR   11   TAHUN  2013 
 

TENTANG  

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT,   

LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN  

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SEMARANG  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI SEMARANG, 

 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dan 
upaya meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan 

merespon dinamika perkembangan masyarakat serta 
penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap besaran organisasi Perangkat 

Daerah; 
  
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 

Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 
Semarang, sudah tidak berdaya guna dan berhasil 

guna sehingga perlu disesuaikan; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan  huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang; 

 
 
Mengingat :    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–daerah  Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga 
Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1652); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor  4438); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia  Nomor  4724); 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik 

Indonesia Nomor  5234); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3079); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 3500); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman 
Modal; 

16. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 14); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 

Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, 
Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis 
Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

dan 
BUPATI SEMARANG 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, 

INSPEKTORAT, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR 
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN 

SEMARANG.  
 
 

Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2008  Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3) diubah 
sebagai berikut :  

                             
 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk : 
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

b. Inspektorat; 
c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri : 

1. Badan Kepegawaian Daerah; 

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; 
3. Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan; 
4. Badan Lingkungan Hidup; 

5. Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa; 
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran; 

7. Kantor  Kesatuan Bangsa Dan Politik;  
8. Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah; dan  
9. Kantor Ketahanan Pangan. 

d. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu. 

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 
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2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 7 

 
(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari : 

a. Inspektur ; 

b. Sekretariat, membawahi : 
1. Subbagian Perencanaan; 

2. Subbagian Evaluasi  Dan Pelaporan; dan 
3. Subbagian Administrasi Dan Umum. 

c. Inspektur Pembantu Wilayah I ;  

d. Inspektur Pembantu Wilayah II ; 
e. Inspektur Pembantu Wilayah III ; 
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

(2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
 

3. Ketentuan BAB XV diubah, sehingga BAB XV berbunyi sebagai berikut : 
 

BAB XV 

 
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI  

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  

TERPADU SATU PINTU 
 

 
4. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 51 
 

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari : 
a. Kepala ; 

b. Sekretariat, membawahi : 
1. Subbagian Perencanaan Dan Keuangan ; dan 
2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian. 

c. Bidang Penanaman Modal, membawahi : 
1. Subbidang Pendaftaran, Data, Promosi, Dan Pengembangan; 

dan 
2. Subbidang Pengawasan Dan Pengendalian; 

d. Bidang Pelayanan Perizinan Dasar Dan Tertentu, membawahi : 

1. Subbidang Pelayanan Perizinan Dasar; dan 
2. Subbidang Pelayanan Perizinan Tertentu; 

e. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Penanaman Modal, Dan Non 

Perizinan, membawahi : 
1. Subbidang Pelayanan Perizinan Usaha; dan 

2. Subbidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Dan Non 
Perizinan; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(2) Bagan organisasi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 


